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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi kerjasama yang 

telah dilakukan oleh 3 badan PBB yaitu UN Women,UNDP, dan UNODC dalam 

mewujudkan Keamanan Manusia melalui Program Guyub pada tahun 2019 – 2022. 

Inisiatif Program Guyub dilatarbelakangi oleh ekstremisme kekerasan yang sedang 

marak terjadi di Indonesia pada rentang waktu tersebut. Tentu saja, hal ini sangat 

mengancam Keamanan Manusia di Indonesia. Dalam mencapai Keamanan 

manusia, implementasi kerjasama yang dilakukan menggunakan pendekatan yang 

holistik. Untuk itulah, Program Guyub memberikan serangkaian komprehensif dan 

menyeluruh, yang berpusat pada masyarakat yang mengambil pendekatan proaktif 

dan preventif untuk mengatasi ekstremisme kekerasan khususnya di Jawa Timur.  

Hal ini juga mencakup bagaimana Program Guyub dapat mengatasi 

ancaman ekstremisme kekerasan dan dampaknya terhadap Keamanan Manusia, 

serta bagaimana ketiga badan PBB tersebut berperan dalam menangani masalah 

melalui program yang telah diinisiasikan. Dengan menggunakan ketiga konsep, 

yaitu Pemberdayaan Perempuan, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Komunitas, dapat 

memberikan alur berfikir yang lebih jelas dalam melihat bagaimana implementasi 

yang telah dilakukan oleh UN Women, UNDP, dan UNODC sesuai dengan 

mandatnya masing-masing. Elaborasi juga mencakup bagaimana ketiga konsep 
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tersebut dapat menjelaskan kaitannya dengan berbagai ancaman terhadap 

Keamanan Manusia, khususnya ekstremisme kekerasan 

4.2 Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah, agar 

Pemerintah Indonesia dapat mengembangkan Program Guyub yang telah 

diinisiasikan oleh ketiga badan PBB ini. Berdasarkan evaluasi dari implementasi 

yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwasanya Program Guyub sangat 

berkontribusi penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga daerah 

yang menjadi sasaran Program ini. Pemerintah harusnya dapat lebih memperluas 

cakupan Program ini, sehingga tidak hanya berfokus pada Jawa Timur saja, tetapi 

pada provinsi lainnya. Pemerintah juga seharusnya memberikan perhatian lebih 

mengenai keberlanjutan Program ini, dan juga memastikan agar masyarakat tetap 

mengimplementasikan Program yang telah dilaksanakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


